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    P E N E T A P A N
Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Mr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto  yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan  Pedagang  Makanan,  tempat  tinggal  di  Kota

Mojokerto  saat  ini  tinggal  di  Kabupaten  Mojokerto  (rumah

oarangtua  Penggugat  bapak  Agustinus  Sugeng),  selanjutnya

disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan  Ojek  Online,  tempat  tinggal  di  Kota  Mojokerto,

selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli

2024  telah  mengajukan  gugatan  perceraian,  yang  telah  didaftarkan  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Mojokerto  dalam  register  perkara  Nomor

1779/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil dan alasan sebagai

berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal 28 Februari 2015, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) pada KUA Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Februari 2015;

Halaman 1 dari 6 halaman, penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Mr 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah

perawan dan Tergugat adalah jejaka ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

berpindah  pindah  dari  rumah  orangtua  Tergugat  kerumah  orangtua

Penggugat  selama  5  tahun  4  bulan  dan  yang  terahir  tinggal  di  rumah

orangtua Tergugat di Kota Mojokerto selama 4 tahun ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat

telah  melakukan  hubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri

(ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak ; 

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan  rukun,  namun  sejak  bulan  Maret  2024,  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi,

karena  Tergugat  malas  untuk  bekerja,  sehingga  Tergugat  tidak  dapat

memenuhi  kebutuhan  nafkah  Penggugat  dan  anak-  anak.  Selain  itu

Tergugat  pernah  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  Seperti

Tergugat memukul di bagian wajah dan di dorong hingga Penggugat teratuh;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat Sejak tanggal 24 Juni 2024 Penggugat telah pergi meninggalkan

Tergugat dari tempat kediaman orangtua Tergugat, dan saat ini Penggugat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  bapak  Agustinus  Sugeng  di

Kabupaten  Mojokerto,  sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat

rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

1. Bahwa,  gugatan  perceraian  ini  telah  memenuhi  alasan  perceraian

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam di Indonesia Tahun 1991;

2. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Mojokerto,  untuk  berkenan  memutuskan

sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  terhadap Penggugat;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila  Pengadilan  Agama  Mojokerto  cq  Majelis  Hakim  pemeriksa

perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj.

Roesiyati, S.H. tanggal 18 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak  mengajukan

jawaban  karena  pada  tahap  sidang  tersebut  dan  sidang-sidang  berikutnya

Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah

diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya

itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  dan  memberikan  penjelasan

kepada Penggugat tentang perkaranya, atas nasehat dan penjelasan Majelis

Hakim  Penggugat  menyatakan  memohon  kepada  majelis  hakim  mencabut

perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada

berita  acara  sidang  (BAS)  yang  bersangkutan,  yang  secara  keseluruhan

dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 halaman, penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Mr 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  semula  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  130 HIR jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

 Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini

sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara,  dan  telah  dibenarkan  Tergugat,

merupakan  hak  Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  Majelis  Hakim  cukup

mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Mr

dari  Penggugat  dan  memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang,  bahwa  apabila  terjadi  perdamaian  (pencabutan  perkara

perceraian) maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan

alasan yang ada dan sudah diketahui  oleh Penggugat  sebelum perdamaian

tercapai (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 144 Inpres

Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  Cerai  Gugat  yang

merupakan  bagian  dari  perkara  dalam  bidang  perkawinan,  maka  sesuai

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,

disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada

Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus  membebankan kepada Penggugat

untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan  Pasal  271  Rv  sebagai  efektifitas  praktis  di  pengadilan  dan

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini;
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M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1779/Pdt.G/2024/ PA.Mr. dari Penggugat;  

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;  

3. Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar  biaya perkara ini

sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;  

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis

Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal  25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal  18 Muharram

1446 Hijriyah  oleh  kami  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Mojokerto  yang

terdiri  dari,  MUNAWAR,  S.H.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  M.  AMIR

SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H.  sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya hadirnya Tergugat ;

        

Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
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2. Proses : Rp.  100.000,00

3. Panggilan : Rp.  550.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Biaya Sumpah : Rp.       0,00

7. Meterai : Rp.            10.000  ,00

Jumlah Rp. 720.000,00 

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Mr 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6


